
SALINAN

PERATTJRAN BT]PATI KEDIRI

NOMOR 23 TAHTIN 2OII

TENTANG

Menimbang

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

DIKABI.]PATENKEDru

DENGAN RAHMAT TIj}IAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

a. bahwa dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan

ketentuan mengenai keharusan Izin Lokasi sebelum suatu

perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan

ranaang p.E$anam9$ mdelsya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Keputusan

Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang

Pertanahar\ Izin Lokasi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten ;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paral 7 ayat (l) Peraturan

Menteri Agraria/IGpala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun

1999 tentang Izin Lokasi, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara

Pemberian Izin Lokasi ditetapkan oleh Bupati ;

d. batrwa seruai Berita Acara tentang rapat Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daemtr Nomor 602'110411418.6012011 anggal 6 Januari 20ll

perlu membuat Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penrberian Izil

Lokasi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Ifubuparcn Kediri;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

dasreh K-eb.upaus dalenn Liagkup-gen Prqp.Ds-i Jewe Tlrn'ut

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1950 Nomor 19'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahrm 1960 tentang Peratuan Dasar Pokok

-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1960

Nomor I 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 teirtang Penyelenggara Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambalun

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) ;

4, Undcsls-Undass Nslnpr l0 TS:ul 2QQ1 !90t4!s PelBbpIIJuke'I

Peraturatr Perundang-undangan (rmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor4389);

5, Undang-Undang Nomor 32 Tatnm 2004 tcntang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomol0437) sebagaimana beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(t €mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoaesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenBnaman Modal

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,

Taoo.bahan temb.aren Negam Repub.lik Indq.$$ia Np.p.-o.r 4724);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tatnm 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Re'publik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140);

10. Peraturan Pemeriatah Nomor 40 Tatrun 1996 tentang Hak Guna Usaha,

H-* G-una Bep-gusas dau H* Pekai Ates Taseh Gsnsbaren Ncgarg

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan I€mbaran

Negara Rep-trblik Indonesia Nomor 3643);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penilaftaran

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan

Pendcvesu$een Tmeh Telhner Gcrnbercs Negm Bep.u-blik -In4p.ss-sie

Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3745);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20O4 tentang Penatagunaan

Taaah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,

Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintalr Pemerintahan Daerah Prcvinsi

dan Pernerintahan Daerah lGbupaten/Kota;

15. Peraruran Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

Bag Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

$ebeceimagle leldr diu@ deqgan Pent'Jras Presidcn Nslopr 65 Tdtutt

2006;

16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional

di Bidang Pertanaban;

17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional

Nomor 2 Tahun 1999 tentaag Izin Lokasi;

18. Peraturan lrrie,lrteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis

datr Bentuk Prcduk Hukum Daerah;

19. Peraturan Me,lrteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Melrteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

lnmbarm DaEr&rkg Bsr-i-ta DaqU;
21. Pemfuran Kepala Badan P€rtanalu[ Nasional Nomor 3 Tahun 2007

tentang Ketenhran Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

2005 sebagaimana telah diubah dengaa Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2006;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

23. Keputusao Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002

tentang Ket€atuan Pelaksanaan P€raturan Pemerintahan Nomor 36

Tahun l99E tentang Penerdban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003

lg-o-tapc Nerma dsr $-uo-dart MckenisinQ Ketatal*smaco Kpwenengan

Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemeritah

Kabupaten/Kota;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahm 2003 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003-

20ll(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2003 Nomor 9'

Tambahan kmbaran Daerah Nomor 3);
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Qganlsaq! den Tata Keria Iks$er Peleyaseu dru Penz!*t!s! Terpadu
(Lembaran Daeratr Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 34,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 68);

MEMUTUSKAN

Menetapkan TATA CARA PEMBERIA}.I IZIN LOKASI DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAI.I UMLIM

Pasal 1

Dalamperahran ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintatran daerah.

3. Bupati adalshBupati Kediri.

4. BaSan Pemerintahan Umum adalah Bagran Pemerintatran Umum Setretariat Daerah

Kahupaten Kedu.

5. Kantor Pertanalran adalah l(antor Pertanahan Kabupaten Kediri.

6. Pprizinan adalshpemberian legalitas kepada seseoraog atau pelaku usaUarupsiatan tprtentu

baik dalam bentuk izin mauprm tanda daftar usaha.

7. Izin Lokasi adatatt izin yang diherikan kepada pentsahaan rmhrk menperoleh tanah yang

diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaktr pula sebagai izin pemindalran hak,

dan untgk menggmakan tanah tersebut grrna keperluan usaha perwwnan modalnya.

8. Penrsatraan adalah perseorangan atau badan hukum yang telatr memperoleh izin untuk

melakukanppnanaman modal di Indonesia spsuai kptpntuan yang herlaku.

g. Group perusahaan adatah dua atau lebih badan usalra yang sebagtan satramnya dimiliki oleh

arurg atau olph badan hukum yang samahaik spcara langsung maupun melalui badanhukum

lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupq sehingga melalui pemilikan saham

tersebut dapat langsung atau tidak langsrmg menentukan penyeleaggaraan atau jalannya

badan usaha.

10. Ppnananran modal adalah sgala benhrk kegiatan menanam modal, baik oletl ppnaoam modal

dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melalnrkan usaha di wilayah negara

Repuhlik Irrdonpsia-

11. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-

UndangNomor 5 Tahun 1960.

ll
i
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BAB II
IZINLOKASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan pemnaman modal wajib

Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana

penanaman modal yang bersangkutan.

(2) Izin Iakasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tanah yang dapat ditunjuk dengan Izin Lokasi

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam lzin Lokasi adalatt tanah yang merurut Rencana Tata Ruang

Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan r€ncana penanaman

modal yang akan dilaksanakm oleh perusahaan menurut prsetujrran p€nanaman modal yang

dipunyainya"

Pasd 4

(l) Izin tokasi dapat diberikan tepaAa perusanaan yang sudah mendapat Persetujuar
pelrarxtrnrm modal sesuai ket€ntuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengau luas

tertentu sehingga apabila perusahaan temebut befiasil membebaskan seluruh areal yang

ditt*j"h maka luas penguasaan tanah oleh perusahaao tersebut dan perusataan-perusahaan

lain yang merupakan satu group perusahaao/group perusahaannf dengannya tidak lebih

dari luasan sebagai berikut:

a" Untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman :

1) Kawasan penrmahan permukiman : 400 I{a

2) Kawasan resort perhotelan : 200 Ha

b. Untuk usaha Kawasan lndustri : 400 Ha

c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebrman besar dengan

diberikan Hak Guna Usaha :

1) Komoditastebu : 60.000Ha

2) Komoditas lainya : 20.000 Ha

d. UntukusahaTambak : l00Ha
(2) Untuk kepertuan menentukar luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan

pemohon wajib menyarnpaikan pernyataan t€rtulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai

olehnya dan perusahaan- lain yang merupakan satu group dengarmya/group

perusattaannya

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), tidak berlaku untuk:

a Badan usaha Milik Negara @LIMN) yang bertentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan

Badan Usaha Milik Daerah (BLJMD);

b. Badar Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negarq baik

Pemerintah Pusat mauprm Pemetintah Daerah;

c. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat

dalam rangka "go public".
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Baq* Kedua

Tanah yang tidak memerltrkan Izin Lokasi

Pasal 5

(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap

sudatr dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :

a- Tanah yang akan diperoleh me'nrpakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang

saham;

b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusalman lain

delaru mnske mel tiutks$ pel*sanam $Q-b.agian atau seluruh reneana aElillenoas

modal perusanaan lain tersebul dan untuk inr telah diperoleh persetujuan dari instansi

yang berwenang;

c. Tanah yang akan diperoleh dipedukan dalam rangka melaksanakan usatra industi

dalam suatu Kawasan Indus;hi;

d, Tanah yang akan diperoleh berasal dad otorita atau badan penyelenggara

pengernbangan suatu kawasan sesuai dengan rencana 1e,ra ruang kawasan

pengembangan tersebut;

e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang zudatr berjalan dan

untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku

sedangkan letak tanatr tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang belsangkutan;

f, Tru& yme diperlulan u{!tr& me!*sesl*ilq reneana peumffi$I} lsadd ddek lebi-h daq

25 Ha (dua puluh lima hektar) unttrk usaha pe,rtanian atau tidak lebih dari 1 Ha (satu

hektar ) untuk usatra bukan pertanian; atau

g. Tanah yang akan dipergpnal<an mtuk melaksanakan rencana penanaman modal adalatl

tanah yang zudatr diprmyai oleh perusatraan yang bersangkutan, dengan ketentuan

batrwa tanatt-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang

Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggrrnaan yang sesuai dengan rencana

penanaman modal yang bersangkutan.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) perusanaan yang bersangkutan

memberltahrkan rencana perolehan tanah danlatau penggunaan tanah yang bersangkutan

kepada Kantor Pertanahan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOI(ASI

Beeraq Keq?tu

Umum

Pasal 6

(1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan

tekni$ tate swu tandr yeug melip.uti keadafln h* serta penguesml tat& vpg berrogkqte4,

penilaian fisik wilayalU penggunaan tanalL serta kemampuan tanah.

(2) Stgat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati setelatr diadakan rapat

koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditu4it*.



(3) Pejabat yang ditu"juk. dimaksud pada ayat (2) dit€tapkan dengan Keputusan

Bupati.
(4) Bahan-bahan uotuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan rapat

koordioasi sebagaimana dimaksud paAa ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Bagian

Pemerintahan Umum.
(5) Rapat koordinasi rlimnksnd pada ayar (2) disertai konsultasi dengan

masyarakat pemegang hak atas tanah dalm lokasi yang dimohon'

(6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut :

a. Penyebaduasan infonnasi mengenai rcncana penananun modal yang akan

dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah s€rta

penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah rers€but.

b. Pemberian kesempetan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh pe4ielasan

t$tatrg r€ocana p€nanaman modal dan menoari alteroatif pemecahan masalah yaug

ditemui;
c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan

lingkungan yang diperlukan; dan

d. Peran s€rta masyamkat berupa usulan tentang altematif bentuk dan besamya ganti rugl

dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin l6[agi.
Bagian Kesatu

Tata cara permohonan Izin Lokasi

Pasal 7

(1) Pemohon me,ngajukan surat p€rrrohonan izin lokasi krmat€rai cukup kepada Bupati

melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum de,ngan mengisi fomrulir yang telah disediakr,t

dan dilampiri dengan berkas per'syaratan sebagai berikut :

a Foto copy Kartu Tanda Penduduk ;

b. Foto copy akte Pendirian Perusahaan ;

c. Foto copy Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) ;

d. Foto copy surat persetujuan penanaman modal atau surat pemberitahuan Presiden (bagi

PMA) atau perretujrun pnnsip dari neeertemen Teknis (bagi Non PMA/PMDN),

apabila diperlukan ;
e. Foto copy anggota REUorganisasi sejenis, untuk pembangunan perumahan ;

f. Sketsa / Gambar Iftsar ;
g. Uraian Rencala Proyek yang akan dilaksanakan ;

h. Surat pernyataan mernkrikan ganti rugi/p€oampungan bagi pemilik nah yang akan

dibebaskan ;
i. Membuat dokumen AMDAL/UKL-LPL, yang sudah diverifikasi oleh pejabat yang

berwenang / membuat peagolahaa limbah yang dituangkm dalam Dohmen IJKL, UBL

atau AMDAL dan izin lingkungan atau melaksanakan dokumen AMDAVUKL-UPL;
j. Surat pemyataan untuk memberikan kompensasi kepada desa setempat berupa lahan

atau kompensasi lain sebesar 2 % (dua perseratus) dari luas lahan p6rumahan, untuk

pembangunan perumahan ;
k. Rekomendasi dari Dinas Pertanian, bagi lokasi t 'rah yang berubah flutgsi ;

l. Foto copy sebagaimana dimaksud pada huruf q huruf b, hunrf c, huruf d dan huruf e

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ; dan

m. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang atau Izin Pemanfaatan Ruang dari BKPRD ; dan

n. Rekomendasi teknis tata guna tanah yang m€muat lampiran Peta penatagunaan tanah

dari Kantor Pertanahao ; serta

o. Surat pemyataan mendukung kegiatan IIKM di Kabuparen Kediri'

7
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(2) Berdasarkan permohonan dan persyararan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala

Eagian Pemerintahan U.mum hplsama Tim Ppngawar dan Pengpndalian (TIM WASD.AL)

Izin Lokasi mengadakan peninjauan lapangan/pemeriksaao tanatr dan wawancara dengan

pemohon serta masyarakat p€Nnegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.

(3) Hasil peniqiauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalarn Berita

Aqela
(4) Berdasarkan permohonan dan Berita Acara hasil peniqiauan lapangan sebagaimana

dimaksud gada ayat (2) dan ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengadakan rapat

koordinasi dengan menguadang instansi terkait.

(5) Dalam pembahasan rapat koordinasi sebagaimana dimakzud pada ayat (4), perlu

mempertimbangkan :

a. Aspek Rencana Tata Ruang Daeratr ;

b. Aspek yang menyangkut penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi
keadaan hak serta penguasaan tanatr yang bersangkutan" penilaian fisik wilayatr
penggunaan tanalr, tanah dan peta penatagunaan tanah; serta

c. Aspek lain yang diperlukan.

(6) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituaogkan dalam berita acara

dan rekomeadasi izin lolosi yang akan dilaporkan dan diputuskan oleh Bupati.
(7) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pertanatran

menyiapkan data dan peta penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud padaayat(s) hruf b.
(8) Peta penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diperlukan sebagai bahan

pedimbaagoa dalam penetbitaa Surat Keputusaa izia lokasi.

Pasal 8

(1) Untuk memberikan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bupati
menetapkan Tim Pengawas dan Pengendalian (TIM WASDAL) Izin lokasi.

@ Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Delans hd peqnoqhqnan iziu lskepi drkebulkeu m*e $unt Kepmsen Ian Lqk?$! helus

memperhatikan hal-hat sebagai berikut :

a. Masa hcrlakll Izin Lokasi.
b. Idn Lolosi tidak boleh menghapuskan hak keperdataan masyarakat .

c. Izin Lokasi tidak boleh dialihkan dan diperjualbelikan sehingga merubah sifat dan

tujuan pemberian Izin Lokasi.

d. Dilarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi.

e. Mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah diperoleh.

f. Izin Lokasi bukan merupakan alas hak atas tanah.
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g. Izin Lokasi bukan menryakan izin membuka tanah.

h- Dilarang menutup akses jalaq saluran air yang telah ada sebelum izin lokasi diberikan.
i. Dalam membebaskan tanah harus ada kesepakatan antara pemohon izin lokasi dengan

pemiliktap.ah,

@ Selain harus memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) perlu

mencantumkan Hak, kewajiban dan sanksi keeada pemegang Izin Lokasi serta Peta letak
kegiatan yang direncanakan dengan mencantumkan koordinat.

BAB IV
JA}.IGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal l0

(l) Izin Lokasi diberilon untukjangka waktu sebagai berikut:
u Inn Lokasi seluas sampai dengan 25Ha:l (satu) tahun;

b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25Hayd 50 IJa:2 (dua) tahun;

c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahrur.

(2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin
Lokasi.

(3) Apabila dalam jandra waktu fdn tokasi s$agalmana dim*sud pada ayat (1) perolehan

tanah belum selesai dan perolehan tanah sudah mencapai lebih dari 50 o/o 
Qima puluh per

diperpanjang jangka waktunya selama I (satu) tahun.

(4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalan j*gl* waktu lzur- Lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi ditakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan

terhad4p bidang-birlang tarah yang sudah diperoleh dilakukao tindakan sebagai berikut:

a. untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian

mengenai luas pembangunan" dengan ketentuan batrwa apabila diperlukan masih dapat

dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu

kesatuan bidang;

b. dilepaskan kepada perusatraan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal ll
(l) Pe$sems Izln tqkasi diafu&u uut* membebaakm tru& ddem ered Iziu [+kas! darr hak

dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang

mempunyai tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi konsolidasi
tanah atau cara lain sesrni ketentuan yang berlaku.

a
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(2) Sebelum taaah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan
pada ayat (1), maka s€mua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanatr yang
bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum
dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk meurperoleh tanda bukti hak (sertipikaq, dan
kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau
usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya
kepadapihak lain.

(3) Pemegang Ian Lokasi wqiib me,ngbormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanatr yang
belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tidak menutup atau mengurangi
aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, daa menjaga serta melindungi
kepentingan umum.

(4) Sesudah taoah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak laira maka
kepada pemegang lzin Lokasi dapat diberikan hak atas taoah yang memberikan kewenangan
kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan
rencilra pen:uraman olodalnya.

Pasal 12

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada

Kep-ale Beelan Pe$.egsklnq u.mum msgenar pelqls@ kosb yrurs s.r@ dil*|ssr*a$rrJe
berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

BAB VI
SANKSI

Pe$d 13

(1) Setiap Penrsahaan yang telatr memperoleh persetujuan perunarnan modal untuk memperoleh

tanah yang digerlukan rmtuk melaksanakan renqma 
-penanaman 

modal yang bersangkutan

tanpa izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (t), dikenakan sanksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(2) Se,mua bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pemegang izin lokasi, baik disengaja maupun
yang tidak disengaja yang mengakibatkan :

a- Terlantamya tanah yang dikuasai dan timbulnya gangguan terhadap lingkungan yang

ada dapat dikenakan sanksi menurut peraturan penmdang-undangan yang berlaku

dan dtwajtbkan untuk menanggung aklbat dart kerugian yang ditimbulkan serta

bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya ;

t, Pesvlnr-paogst @atau pelsr,ggm dedaku dd* di!*ruekaurvs tertdm kgtgnt&$
dan kewajiban serta larangan dalam pemberian izin dapat mengakibatkan dicabut dan

dibatalkannya pemberian izin

BAB VII

KET=ENTUN PEMLIHAN
Pasal 14

Izin Lokasi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka

waktunf habis.

I
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BAB VIII

KETENTUarv PENTJTTJP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Koordinasi penataar-r Ruang
Daeratr Nomor 602-110411418.60/2011 tanggal 6 Januari 2011 dan mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkandi Kediri
padatanggal 25 -7 -2011

BUPATI KEDIRI,
trd

IIARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 -7 -2011
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nd
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